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J<llan Raya a

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55.
Tambahan· Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
.1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah;3n Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahu~ 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah PI~nggantl Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

T bahan Lembaran Negara Nomor 4548);am .
undang-Undang Nomor 33 Tabun. 2004 tentang

4. Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Nomor '

a. bahwa. untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasl(lnal daniatau kegiatan teknis penunjang dinas daerah
dl. Kabupaten Bandung Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
daerah kecamatan; .

b. bah~a p~mbentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana
T.eknls Dinas Daerah Kabupaten Sandung Sarat sebagaimana
dirnaksuc pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Supati
Bandung. Barat; .

PE~I~T~RA~ SUPATI SANDUNG BARAT
OR. 7 TAHUN 2007

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

SUPATI ~AN[)UNG SAHAT,

'Bupati (]3anau7.1B/Barat

Mengingat

Menimbang



7.

3.

4.

5.

6.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Bandung Sarat.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sandung Sarat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupate~ 8andung Barat.

Unit Pelaks8naTeknis Dinas ya~g setaniutnva disebut UPTD
adalah unsur pelaksana tugas teknls dinas.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, da~ h~k seorang pegawai negeri
si il dalam suatu satuan organlsa~1 yang dalam pelaksanaan
p ya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilantugasn ..

tertentu serta mandir!

2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

PERATURAN SUPATI TENTANG' UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH KASUPATEN BANDUNG SARAT.

MEMUTUSKAN:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nemor 061/1805/SJ tanggal 6
,A.gustus 2007 periha' Persetujuan Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung Bara!. .

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nemer 061.1/3379/0rg tanggal 18
September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Sarat dengan Peraturan Bupati;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeri'ntah,
Pemerintahan Daerah Provins: Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Keta (Lembaran N~gara Tanun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);"

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomer 474~);

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomer 106 Tahun 1994 tentang Pedeman Organisasi Unit
Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana. Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.

- ~ -

Menetapkan

Memperhatikan



k. UPTO Pendidikan Cililin;
UPTO pendidikan Cipongkor:I.
UPTO Pendidikan Rongga;m.
UPTD Pendidikan Sindangkerta;n. ,
UPTD Pendidikan Gununghalu;o.
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

p'. K ehatan dan Sosial, membawahKan :
DlrJos es

UPTD Farmasi;
a, UPTO Laboratorium Kesehatan;
b.

puskesmas Lembangc.

2,

a. 'UPTO Pendidikan Lembang;

b. UPTO Pendidikan Parongpong;

c. UPTO Pendidikan Cisarua;

d. UPTO Pendidikan Cikalongwetan;

e. UPTO Pendidikan Cipeundeuy;

f. UPTO Pendidikan Ngamprah;

g, UPTD Pendidikan Cipatat;

h, UPTO Pendidikan Padalarang;

i, UPTO Pendidikan Batujajar;

j. UPTO Pendidikan Cihampelas;

B/\B II

PEMBENTUKAN
Pasal2

Oenqan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Oinas
Oaerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas :

1. Oinas Pendidikan dan Kebudayaan, membawahkan :

10.

9.

Pe .mer.lntc..han Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemenntahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya,. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia E.eoagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otono~ untuk rnenqatur dan mengurus sendiri urusan
pemenntahan dun kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Oaerah Otonom yang selanjutnya disebut Oaerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah,
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentinqan masyarakat seternpat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8.



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal, membawahkan :

UPTO Pengembangan Industri Kecil;a.
UPTO Pengembangan Usaha Perdagangan;b.
UPTO Pasar.c.

3.

aa. Puskesrnas Sindangkerta
bb. Puskesmas Cieangkang Girang
ce. Puskesrnas Cipongkor
dd. Puskesmas Citalem
ee. UPTO Loka Sina Karya;
ff. UPTO Penyandang Caeat;

0. P'Jskesmas Padalarang
p. Puskesmas Jayamekar
q. Puskesmas Tagogapu
r. Puskesmas Cipatat
s. Puskesmas Sumur 8andung
t. Puskesmas Rajamandala
u. Puskesmas 8atujajar
V.· Puskesmas Cihampelas
w. Puskesmas Pataruman
x. Puskesmas Cipeundeuy
y. Puskesmas Cirata
z. Puskesmas Cililin
a. Puskesmas Mukapayung
a. Puskesmas Rongga
I). Puske smas Gununghalu

d. Puskesmas Jayagiri
e. Puskesmas Cikole

f. Puskesmas Cibodas

g. Puskesmas Parongpong
h. Puskesmas Ciwaruga

Puskesmas Cisarua
J. Puskesmas Pasirlangu
k. Puskesm~s Ngamprah
I. '. PUskesmas Cimareme

m. PUskesmas Cikalongwetan
n. Puskesmas Rende
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(3)

(2)

BAB III

KEOUOUKAN, TUGAS OAN FUNGSI

Pasal 3
UPTO dipimpin oleb Kepala Unit yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTO mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatall teknis
operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjanq : yang secara
langsung berhubungan dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), UPTO menyelenggarakan fun£si :

a. pelaksanaan pengembangan sesuai bidang tugas masing-
m3sing:

b. pelaksanaan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;

c. pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing'

d. pelaksanaa~ konservasi dan pelestarian sesuai bidang tugas
masing-masmg. •

(1 )

d. UPTO Kebers.han.

5. Oinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan,
membawahk:m :

a. UP!O Padi dan Palawija;
b. UPTO I-'ortikultura;

c. UPTO Perkebunan dan Kehutanan:,
d. UPTO Pengembangan Benih dan Bibit;

e. UPTD Rumah Potong Hewan.

6. Dinas Perhubunqan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi,
membawahkan :

a. UPTD Pengelolaan Perparkiran;

b. UPTO PengelolaanTerminal:

c. UPTO Pengujian.

7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, yaitu UPTO Keluarga Berencana.

Oinas Pekerjaan Umum, membawahkan :

a. UPTD Pp.meliharaan Sarana dan Prasarana PU;

b. UPTO Laboratorium, UPCA dan ALKAL;

c. LJPTO Pernadam Kebakaran:,

4.

- 5 -
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1) KOPiJlU,

2) Subb9ginn Totti Uoalltl,

3) Kciornpok JiJhi..lliJlI Fungrji(Jmll.

C. UPTD Pendidikan Clearua, terairi rJtiJO ,

1) Kepala;
2) Subbaqian ·fat., Usaha;

3) Kelornpok Jabatan Fung~ioni.J1.

d. UPTD Pendidlkan Cikalony W!.:IClI1, lorain i.JliJ~
1) Kepata:

2) Suhbagiar, Tata Ucaha:
3) Kelornpok Jabatan Fungclon81.

e. UPTD pendidlkan Clpeundeuy, tardlrl atao .
'I) Kepata,

2) SubbiJyiarl Tutu Uuuha:

j) Kelornpok Jabutan Fung!:llonul.
1. UPTC' f:ondld,kull NUiJrnprtl'l, tordlrl utns

1) K(JPFila ,
2) Su,;I)~ylttn Tutu Uuulia:

:~) Kul(Jrnpok Jabatnn Fur l{Jtiiomil.
(J. UI- '1'1) ,JOrlrJI<.JlklJII Clputul, lurcllrl uturl '

1) KupiJIL1,

2) GubbalJlan TiJl[J UC[Jhu;

:3) Kolomp()k Jabatun ,:ur1{jt;lunul.

h. ur'TD 1/~n<.JltJlkulIfJUU£llurtlllU, tortll" lItWl

1) K(;lIJiJlfJ,
2) Gul)IJuyltlll rulu Uti IIU,

j) KlJlcJ(IIJjok ,JIlIJlJtw I I 11I1~Jr,I(}llfJl

I. UIJTU IJOIIUlul~.UIIIJUlllJ!JJlll,tordlrl till)

1) I<.() IJiJ 1.1,

I,IJ',UII/· I r"",MII',/,1,1

(I



i.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UFTD Pendidikan Cipatat, terdiri atas :g.
1) Kepala;

2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. UF'TD Pendidikan Padalarang, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pendidikan Batujajar, terdiri atas :

1) Kepala;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4
(1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari :

1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

a, UPTD Pendidikan Lembang, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:

3) Kelompok Jabstan Fungsional.

b. UPTD Pendidikan Parongpong, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

C, UPTD Pendidikan Cisarua, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

" d. UPTD Pendidikan Cikalong Wetan, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Funqsional.

e. UPTD Pendicikan Cipeundeuyterdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Funqsional.

f. UPTD Fendid.kan Ngamprah, terdiri atas :

1) Kepala:

2) Subbagian Tata Usaha;
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2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kclornpok Jabatan Fungsional.

j. UPTO PI;ndidikan Cihampelas, terdiri atas :,
1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. UPTO Pendidikan Cililin, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.
I. UPTO Pendidikan Cipongkor, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. UPTO Pendidikan Rongga, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

n. UPTO Penclidikan Sindangkerta, terdiri atas :

1) Kepa 1a;
2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

o. UPTO Pendidikan Gunung Halu, terdiri atas :

1) Kepala;
2) Sut.>bagianTata Usaha:

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

p. UPTO Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :

1) Kepala;

2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Oinas Kesehatan dan Sosial :
UPTO Farmasi, terdiri atas :a.
1) Kepala;

2) subbagian Tata Usaha:

3) Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :

b.
1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabata"l Fungsional.
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1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kebersihan, terdiri atas :
d.

1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelornpok Jabatan Fungsional.

1) Kepala;

2) . Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Funqsional,

b. UPTO Laboratorium, UpeA dan ALKAL, terdiri atas :

1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) K.elompok Jabatan Fungsional.

UPTO Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
c.

c. UPTD Laka Bina Karya, terd'n atas :
1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:,
3) Kelampok Jabatar, Fungsional.

cJ. UPTD Penyandarg Cacat, terdiri atas :
1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.·
3. Dinas Per' d triIn us nan, Perdagangan Koperasi dan Penanaman

Modal: '

a. UPTD Pengembangan Industri Keeil, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelampok Jabatan Fungsional.

b. UPTD Pengembangan Usaha Perdagangan, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. _'PTD Pasar, terdiri atas :

'1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) K~!ompol( Jabatan Fungsional.

4. Dinas Pekerjaan Umum :
a. UPTD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PU, terdiri

atas :
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1) Kepala;
2) 'Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kebersihan, terdiri atas :
d,

1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelorrlpok Jabatan Fungsional.

c. UPTO Loka Bina Karya, terd'ri atas :
1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:,
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d, UPTD Penyandarg Cacat, terdiri atas :
1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:,
3) Kelompok Jabatan Fungsional.'

3, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman
Modal:

a, UPTO Pengembangan Industri Kecil, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTO Pengembangan Usaha Perdagangan, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha:

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. _'PTO Pasar, terdiri atas :

'1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompol< Jabatan Fungsional.

4, Dinas Pekerjaan Umum :
a, UPTO Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PU, terdiri

atas :

1) Kepala;

2) , subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsiollal.

b. UPTD Laboratorium, UPCA dan ALKAL, terdiri atas :

1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
c,
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a. Kepala;
b. subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.
c.

5. Dinas Pertanian P k b, er e unan, Peternakan, dan Perikanan :

a. UPTD Padi dan Palawija, terdiri atas :

1) Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTO Hortikultura, terdiri atas :

1) . Kepala;

2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. UPTO Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas :

1) Kepala;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. upro P3ngembangan Benih dan Bibit, terdiri atas :

1) Kepala;
2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. UPTO Rumah Potong Hewan, terdiri atas :

1) Kepala;
2) Subbagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi :

a. UPTD Pengelolaan Perparkiran, terdiri atas :

1) Kepal:3;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPTO PengelolaanTerminal, terdiri atas :

1) Kepala;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. UPTO Pengujian, terdiri atas :

1) Kepala;
2) subbagian Tata Usaha;
3) I(elompok Jabatan Fungsional.

7. Oinas KependudukUapnT,OCKataltan SsiPil, Tenagta d~~rjat dan
Transmigrasi, yaitu e uarga erencana, er IrI a as :
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BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

b" an UF'YD sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Pem .laY~aerah (AP8D) Kabupaten Bandung ,Ba.rat, dibebankan pada
BelanJ3Kabupaten Bandung dan APBO Provmsi Jawa Barat, sesuai
APBO t tuan peraturan perundang-undangan. .
dengan ke en

(4)

(3)

·(2)

BAB VI

TATA KERJA

Pasal6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala, Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan oroamsas' di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.

Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

•
Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi
dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan xeoaca satuan orpanisasi lain yang secara
fungsional mempunyal hubungan kerja.

(1)

SASV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
(1) P~da UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) .Kel.omp~k Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
JenJan~ laoatan ~ungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesua: dengan bidanq keahliannya.

(3) Setiap .kelornpok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang dlangkat oleh Bupati.

(4) Jenis,. je~jang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan . ,

~~~a~ struktur organisasi masing-masing UPTD sebagaimana
ter ~n urn dalam Lampiran merupakan bagian yar.q tidak

pIsahkan dari Peraturan Supati ini.

(2)
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SW

NDUNG BARAT TflHUN 2007 NOMOR 7. SERI D.
KABUPATEN SA

Diundangkandi Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

Oitetapkandi Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

Pasal11

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeri~tahr an
Pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam
Berta Caerah Kabupaten BandungSarat.

SAS IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn' PeraturanSupat! ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan
Supati, sesuai ketentuan peraturanperundang:uncangan.

Pasal9
Tuga~ pokok, .f~ngsi dan rincian tugas UPTO diatu( dalam Peraturan
Bupaf tersendm. .

BAB VIII

KETE.NTUAN LAIN-LAIN

PasalB
Organisasi UPTO seb . '. .',
ditinjau kembal' I agalmana dlmaksud dalam Peraturan Supati rnr,
DPRD sesuai ~ ~e ambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya

, e entuan peraluran perundang-undangan.
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